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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mengakui rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pengakuan
tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (2)
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”.* Konsekuensi dari ajaran kedaulatan yang dianut Indonesia ini salah satunya
adalah diadakannya partisipasi rakyat dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah
baik yang bersifat regeling dan beschiking baik secara langsung maupun diwakilkan

oleh lembaga pemegang mandat.

Pada konteks negara demokratis, kedaulatan rakyat menjadi asas yang
mendasari. Rakyat mempunyai peran yang sama pentingnya dalam membentuk arah
kebijakan negara, termasuk dalam membuat regulasi yang diatur.? Maka keterlibatan
aktif masyarakat dalam pembentukan undang-undang kurang lebih adalah upaya

masyarakat dalam melaksanakan kedaulatan tersebut. Mereka dapat memberikan

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2)

2 Mohamad Faisal Ridho, “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia,”
’Adalah 1,no. 8 (2017): 79, https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428. dimuat dalam Abd Hannan,
“Menakar Peran dan Fungsi Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika
Politik Kontemporer,” Prosiding Simposium Hukum Tata Negara: Penataan Pengaturan Organisasi
Sayap Partai Politik Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Departemen Hukum Tata Negara dan Pusat
Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 421.



masukan, kritikan, dan pandangan lebih dalam terhadap isu tertentu yang akan diatur

dalam peraturan tersebut.’

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dua syarat yang
harus terpenuhi sehingga peraturan tersebut dinyatakan sah dan dapat diberlakukan.
Syarat tersebut meliputi syarat formil dan materil. Syarat formil adalah syarat yang
berkenaan dengan prosedural pembentukan peraturan. Sementara syarat materil adalah
syarat yang berkaitan dengan materi muatan peraturan tersebut. Sebagaimana yang
diamanatkan oleh Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*% tentang
pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa dalam proses pembentukan
peraturaan perundang-undangan setidak-tidaknya harus melalui lima tahapan yaitu

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.®

Pembentukan undang-undang seharusnya menjadi agenda publik sebagai
pembentukan aturan main bagi suatu negara. Karena alasan yang sama, setiap anggota
masyarakat berhak ikut serta dalam penyusunan aturan tersebut.® Bagi pemerintahan,

partisipasi ini diharapkan terutama untuk mendapatkan legitimasi terhadap undang-

3 K. Fahmi, “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota
Legislatif,” Jurnal Konstitusi 7, no. 3 (2010): 125.

4 Pasal 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

5 Helmi Chandra SY & Irawan, S. P. (2022). Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam
Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 19(4), him. 769.
https://doi.org/10.31078/jk1942

® Mahendra Putra Kurnia, dkk. Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Urgensi,
Stategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang Baik). (Yogyakarta, Kreasi Total Media (KTM),
2007). him.71.



undang yang dibuatnya. Bagi masyarakat, partisipasi yang demikian bertujuan untuk
memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka terakomodir oleh peraturan

perundang-undangan yang diberlakukan.

Keterlibatan masyarakat dijamin sebagai bagian dari hak konstitusional yang
tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini
memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk berperan aktif dalam
penyelenggaraan pemerintahan serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat,
bangsa, dan negara. Prinsip meaningful participation harus memenuhi setidaknya tiga
persyaratan utama, yaitu: pertama, hak untuk menyampaikan pendapat (right to be
heard); kedua, hak agar pendapat tersebut dipertimbangkan dalam proses pengambilan
keputusan (right to be considered); dan ketiga, hak untuk memperoleh tanggapan atau
penjelasan atas pendapat yang telah disampaikan (right to be explained). Partisipasi
publik ini terutama ditujukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara
langsung atau memiliki kepedulian terhadap rancangan undang-undang yang tengah
dibahas.

Di era demokrasi modern, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan
undang-undang menjadi elemen krusial yang tidak hanya mencerminkan kedaulatan
rakyat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar produk hukum yang
dihasilkan relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi ini sangat
penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang disahkan tidak hanya berpihak

pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi benar-benar mewakili kepentingan umum.



Di sisi lain Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga
konstitusionalitas undang-undang dan memastikan bahwa produk legislasi tidak
bertentangan dengan UUD 1945. Dalam rangka menjalankan perannya sebagai
guardian of constitution ini MK pada tanggal 18 Mei 2020 mengeluarkan keputusan
dengan nomor 91/PUU-XV111/2020. Putusan MK ini berkenaan dengan keberlakuan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XV111/2020 menyatakan bahwa Undang-Undang
Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Artinya,
Undang-Undang tersebut tetap berlaku namun harus diperbaiki dalam waktu dua tahun
sejak putusan tersebut dikeluarkan. Jika perbaikan tidak dilakukan, Undang-Undang
tersebut akan menjadi inkonstitusional secara permanen. MK menilai bahwa prosedur
pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (yang selanjutnya disingkat UU Ciptaker)
tidak sesuai dengan prinsip pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian pada tanggal 12 Januari 2022 Pemerintah Pusat mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja. Tak sampai disitu, pada tanggal 31 Maret 2023 kembali diundangkan Undang-
Undang yang meresmikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.’

" PERPPU 2/2022: Cipta Kerja. (n.d.). JDIH Kementerian Koordinator Maritim & Investasi.



Tindakan pemerintah ini jelas merupakan ketidakpatuhan terhadap putusan
MK. Padahal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 bahwa putusan MK bersifat final dalam pengujian Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar.® Mengenai pelaksanaannya, hal yang sama
juga disebutkan dalam Undang-Undang MK yakni, MK memiliki wewenang untuk

melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.°

Salah satu poin utama dalam putusan MK adalah kritik terhadap penggunaan
metode omnibus law dalam proses legislasi UU Ciptaker. Mahkamah menilai bahwa
metode ini, meskipun sah, harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan transparan, serta
melibatkan partisipasi publik yang lebih memadai. Dalam hal ini, MK menekankan
pentingnya keterbukaan proses legislasi, agar tidak hanya mengedepankan efisiensi,

tetapi juga akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat.*®

Walaupun pada pokok perkara putusan MK Nom or 91/PUU-XV111/2020 para
pemohon lebih fokus kepada metode omnibus yang tidak memiliki payung hukum dan
terkesan ambigu, tetapi putusan ini juga secara tegas membahas alasan lain mengapa
UU Cipta Kerja dinyatakan conditionally inconstutional. Alasan tersebut adalah tidak
maksimalnya akomodasi partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang

ini. Fakta tersebut baru terungkap di tengah persidangan perkara ini. Bahwa dalam

https://jdih.maritim.go.id/perppu-22022-cipta-kerja

8 Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

9 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

10 Anonim. “Perppu Ciptaker: Praktik Ugal-Ugalan Dan Pengabaian Pemerintah Terhadap
Partisipasi Publik Yang Bermakna.” pshk.or.id, December 31, 2022. https://pshk.or.id/publikasi/perppu-
ciptaker-praktik-ugal-ugalan-dan-pengabaian-pemerintah-terhadap-partisipasi-publik-yang-bermakna/.



proses pembentukannya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melanggar asas

keterbukaan.

Masih berkaitan dengan metode omnibus yang digunakan dalam pembentukan
UU Cipta Kerja, karena kurangnya kertebukaan dari pihak DPR seperti yang
disebutkan diatas mengakibatkan para masyarakat yang menghadiri sidang tidak
mengetahui perubahan materi muatan dalam rancangan UU Ciptaker. Di samping itu,
diketahui bahwa Naskah Akademik UU Ciptaker tidak dapat diakses dengan mudah
sehingga menimbulkan ketidakpahaman publik akan materi muatan undang-undang
ini. Hal ini jelas melanggar amanat Pasal 96 ayat (4) bahwa masyarakat harus

dimudahkan dalam memerikan masukan secara lisan maupun tulisan.!

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVI111/2020 terbit sebab UU Ciptaker terbukti
menyimpang dari setidaknya dua dari lima tahapan pada proses lawmaking process.
Kedua tahap yang dilangkahi tersebut adalah tahap penyusunan dan tahap
pengundangan. Dalam proses penyusunannya, UU Cipta Kerja terbukti menyimpang
dari ketentuan yang diatur dalam Lampiran 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, terutama dengan
diperkenalkannya nomenklatur baru, yaitu Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Selain
itu, dalam Bab Ketentuan Umum, perumusan norma terkait asas, tujuan, dan ruang

lingkup diatur terlebih dahulu sebelum dijabarkan lebih lanjut dalam bab serta pasal-

11 pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



pasal yang berhubungan dengan cakupan regulasi tersebut.> Pada tahap
pengundangan, ditemukan adanya perubahan dalam penulisan beberapa substansi
setelah mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Perbedaan tersebut
tampak ketika membandingkan naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang
telah disetujui oleh DPR dan Presiden sebelum disahkan, dengan naskah final yang
diundangkan sebagai Undang-Undang.®

Undang-Undang Cipta Kerja disusun dengan menggunakan pendekatan
omnibus law, yang berdampak pada perubahan dalam tujuh puluh delapan Undang-
Undang yang terbagi ke dalam sepuluh kluster kebijakan. Penggabungan banyak
regulasi dalam satu produk hukum semacam ini berpotensi mengalihkan fokus
pembentuk Undang-Undang, sehingga mengesampingkan kepentingan masyarakat
yang terdampak langsung. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keberlakuan
sosiologis suatu Undang-Undang (principle of recognition), yang menekankan
pentingnya kesadaran subjek hukum mengenai eksistensi, daya ikat, serta kewajiban
untuk menaati norma yang akan diberlakukan.

Oleh karena itu, dalam proses perancangan sebuah Undang-Undang, tidak
hanya penting bagi pembentuk regulasi untuk membuka akses informasi kepada
masyarakat mengenai potensi dampaknya sejak awal, tetapi juga memastikan
keterlibatan publik sebagai bentuk pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan tidak

mengabaikan kepentingan masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah

12 pytusan MK Nomor 91/PUU-XVI111/2020, him. 389
13 1bid., him. 390



Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan
ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan

hukum yang mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII1/2020 membawa dampak signifikan
terhadap proses legislasi di Indonesia, terutama dalam konteks pembentukan undang-
undang dengan metode omnibus law. Putusan ini mendorong pemerintah dan DPR
untuk lebih teliti dalam menyusun undang-undang agar sesuai dengan prosedur
konstitusional, terutama terkait prinsip transparansi, keterlibatan masyarakat, dan
pembahasan yang komprehensif. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa setiap
penyimpangan dalam proses legislasi dapat berakibat pada batalnya sebuah undang-

undang.

Berkaitan dengan uraian diatas DPR dan Pemerintah menerbitkan perubahan
dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keduan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Pada dasarnya undang-undang ini memuat tujuh

materi muatan sebagai berikut:4

1) Menambahkan metode omnibus

2) Memperbaiki kesalahan teknis setelah persetuuan bersama antara DPR

14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor
12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



3)

4)

5)

6)

7)

Untuk

dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan
pengundangan

Memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna
(meaningful participation)

Membentuk Peraturan Perundang-Undangan secara elektronik
Mengubah sistem pendukung dari peneliti pejabat fungsional lain yang
ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

Mengubah teknik penyusunan naskah akademik

Mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

memperjelas penggunaan metode omnibus dan mempertegas betapa

dibutuhkannya partisipasi publik yang bermakna dalam pembuatan undang-undang,

pada tanggal 16 juni 2022 ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan. Pada konsideran menimbang undang-undang tersebut

disebutkan secara tersurat bahwa “...menambahkan antara lain pengaturan mengenai

metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta

memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna

»15

Secara lebih luas, putusan ini menjadi pengingat bagi para pembentuk undang-

undang bahwa proses legislasi harus mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi,

15 1bid
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keterbukaan, dan akuntabilitas. Putusan MK 91/PUU-XVI111/2020 juga memperkuat
posisi MK sebagai pengawal konstitusi yang menjaga agar proses legislasi tetap
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi menjaga keadilan dan kepastian

hukum di Indonesia.

Setelah terbitnya Putusan MK Nomor 91/PUU-V111/2020 dan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sudah semestinya
pembentukan Undang-Undang Ciptaker diliputi dengan semangat penegakan prinsip
meaningful participation. Tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 malah ditetapkan dari Perpu 2 Tahun 2022 yang tentunya tidak melalui proses
legislasi sekaligus tidak menaati putusan MK untuk memperbaiki prosedural
pembentukan perundang-undangan pada UU Ciptaker. Melihat polemik ini penulis
hendak melaksanakan penelitian tentang penerapan meaningful participation dalam
pembentukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 pasca Putusan Mahmakah

Konstitusi Nomor 91/PUU-XV111/2020.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep meaningful participation (partisipasi publik yang
bermakna) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan konsep meaningful participation (partisipasi publik yang

bermakna) dalam pembentukan UU Nomor 6 Tahun 2023?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah

sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis hakekat meaningful participation (partisipasi publik yang
bermakna) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Menganalisis penerapan konsep partisipasi publik yang bermakna dalam

pembentukan UU Nomor 6 Tahun 2023
D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penlitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi

penulis dan semua pihak. Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini bermanfaat guna memperkaya studi keilmuan Huku Tata
Negara
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-
penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum,
jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
b. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat guna memperdalam

pengetahuan dan wawasan dalam bidang Hukum Tata Negara
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E. Kerangka Konseptual
1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merujuk pada kewenangan dalam merumuskan dan
menetapkan undang-undang. Fungsi ini menjadi tugas utama lembaga perwakilan
rakyat yang berperan dalam menyusun regulasi (regelende function). Sebagai bagian
dari fungsi pengaturan, lembaga ini memiliki otoritas untuk menetapkan aturan yang
bersifat mengikat bagi seluruh warga negara, dengan menerapkan norma hukum yang

mengatur sekaligus membatasi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.®

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan hierarki peraturan

perundang-undangan terdiri atas:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d) Peraturan Pemerintah

e) Peraturan Presiden

f) Peraturan Daerah Provinsi

g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

16 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam
Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), him. 235
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Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa fungsi legislasi mencakup empat bentuk
aktivitas utama. Pertama, inisiatif dalam merancang undang-undang sebagai langkah
awal dalam proses legislasi. Kedua, melakukan pembahasan terhadap rancangan
undang-undang guna memastikan ketepatan substansi hukum yang diatur. Ketiga,
memberikan persetujuan terhadap pengesahan rancangan undang-undang sebelum
diundangkan. Keempat, menyetujui pengikatan atau ratifikasi terhadap perjanjian
internasional serta berbagai dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan
mengikat.’

Sejalan dengan pernyataannya tersebut, Jimly juga menuturkan bahwa:

“Kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan
kepada lembaga perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif. Ada tiga
hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu: (i)
peraturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, (ii) pengaturan
yang dapat membebani harta kekayaan warga negara, (iii) pengaturan-pengaturan
mengenai pengeluaran oleh penyelenggara negara. Pengaturan mengenai ketiga hal
tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu

melalui perantaraan wakil-wakil mereka di parlemen sebagai lembaga perwakilan
rakyat. "t

2. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan
a) Presiden
Berasal dari dua dalam bahasa latin yaitu pre dan sedere yang memiliki arti
sebelum dan menduduki. Sehingga apabila diartikan secara harfiah maka “presiden”

dalam bahasa latin berarti sebelum menduduki. Kata menduduki disini cenderung

17 Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2009), him. 299

18 Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta:
PT. Bhuana limu Populer, 2007), him. 161
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dimaknai sebagai menduduki suatu jabatan.

Istilah “presiden” terus berkembang hingga dimaknai sebagai seseorang yang
memegang jabatan eklusif dalam suatu organisasi. Dalam hukum ketatanegaraan istilah

“presiden” diartikan sebagai kepala suatu negara yang berbentuk republik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan
Pertimbangan Presiden, istilah “presiden” diartikan sebagai pemegang kekuasaan
pemerintah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah yang sama diartikan sebagai “Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penghargaan dan Tanda

Kehormatan.®

Kewenangan presiden sebagaimana disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945
pada Pasal 5 adalah sebagai berikut:

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan

Perwakilan rakyat.

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-

Undang sebagaimana mestinya.

Presiden memiliki beragam kewenangan dalam bidang peraturan perundang-

1% Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
(Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5023)
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undangan. Pertama, kewenangan legislatif, yang memberikan hak kepada Presiden
untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Kedua, kewenangan
reglementer, yakni wewenang untuk menetapkan peraturan pemerintah guna
melaksanakan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Terakhir, kewenangan eksekutif, yang mencakup kekuasaan dalam menetapkan
kebijakan melalui keputusan presiden sebagai instrumen pengaturan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.?
b) Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan satu dari beberapa lembaga tinggi
dalam ketetanegaraan Indonesia sekarang. Menurut Pasal 19 ayat (1) UUD Tahun 1945
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”. DPR berfungsi
sebagai perwakilan rakyat dan memiliki peran penting dalam pembuatan undang-
undang, pengawasan terhadap pemerintah, serta pengesahan anggaran negara.

Lalu pada Sidang Umum MPR yang berlangsung pada tanggal 14 Oktober 1999
hingga 21 Oktober 1999 disetujui perubahan UUD Tahun 1945 khususnya pada Pasal
5 dan Pasal 20.%* Inti dari perubahan ini tidak lain adalah demi memindahkan poros
kekuasaan legislasi yang semula berada di tangan Presiden sebagaimana yang
disebutkan pada Pasal 5 UUD Tahun 1945 yang asli, menjadi berada pada DPR. Yang

mana sebelumnya yang sebelumnya DPR hanya membahas dan memberikan

20 Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UndangUndang
(PERPU), 73.

21 Ni’matul Huda. (2021). Hukum Tata Negara Indonesia (revisi, Vols. 1-14). Rajawali Pers.
Him. 174.
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persetujuan saja. Setelah amandemen UUD 1945 dialihkan dari tangan Presiden kepada
DPR, hal itu merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan fungsi lembaga
negara sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dimana DPR sebagai lembaga
negara pembentuk undang-undang (kekusaan legislatif) sedangkan Presiden sebagai
lembaga negara pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif). Namun demikian,
UUD 1945 juga mengatur kekuasaan dan kewenangan Presiden di bidang
legislatif,antara lain adalah ketentuan bahwa pembahasan setiap rancangan undang-
undang (RUU) oleh DPR dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden.?
3. Partisipasi Publik yang Bermakna

Meaningful Participation merupakan konsep fundamental dalam pembangunan
dan perumusan kebijakan publik yang berlandaskan prinsip demokrasi. Gagasan ini
menekankan Kketerlibatan masyarakat secara aktif dan substantif dalam proses
pengambilan keputusan, terutama dalam penyusunan regulasi dan peraturan
perundang-undangan. Dengan adanya partisipasi yang bermakna, diharapkan
masyarakat dapat berkontribusi lebih signifikan dalam menentukan arah kebijakan
serta program pemerintah yang akan diterapkan.

Berbagai penelitian telah mengkaji konsep meaningful participation. Salah satu
studi yang dilakukan oleh Rothschild mengungkapkan bahwa proses pengambilan

keputusan yang bersifat egaliter menuntut kesediaan kelompok untuk membangun

2 gantio, Erik, & Nasution, Bahder Johan. (2021). Analisis Kewenangan Presiden Republik
Indonesia Di Bidang Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Limbago: Journal Of Constitutional Law, 1(1), him. 160.
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kesepahaman melalui dialog berkelanjutan serta proses pembelajaran bersama.
Pendekatan ini dinilai lebih penting dibandingkan dengan sekadar mengejar efisiensi
atau mempertahankan struktur hierarkis yang lazim diterapkan dalam model tata kelola
tradisional. Penelitian yang dilakukan oleh Arnstein mengungkap adanya hierarki
partisipasi yang mencerminkan berbagai tingkat keterlibatan, mulai dari sekadar
manipulasi hingga partisipasi yang sepenuhnya inklusif. Sementara itu, studi yang
dilakukan olen Cornwall dan Gaventa menekankan pentingnya memahami
ketimpangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses partisipasi.
Mereka juga menyoroti perlunya mempertimbangkan faktor sosial dan budaya dalam
merancang program partisipasi yang benar-benar bermakna. 23

Di Indonesia, prinsip meaningful participation mendapat penguatan melalui
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XV111/2020, yang menegaskan bahwa
keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
harus bersifat substansial dan tidak sekadar prosedural atau formalitas semata. Secara
keseluruhan, konsep ini berperan krusial dalam mewujudkan kebijakan publik yang
lebih partisipatif dan demokratis. Jika implementasinya tidak berjalan optimal, negara
berisiko gagal dalam merespons kebutuhan masyarakat, karena partisipasi yang tidak
efektif dapat menghambat arus informasi yang akurat mengenai aspirasi serta

kepentingan warga negara.

2 Jodie Thorpe, John Gaventa, dan Evert-jan Quak, (2019), “Building participatory and
inclusive institutions: Bringing meaningful participation into economic decision-making,” In UNTFSSE
International Conference in Geneva, him. 4.
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F. Kerangka Teori

1. Teori Legislasi

Frasa “legislasi” berasal dari bahasa Inggris “legislation” yang berarti (1)
perundang-undangan dan (2) pembuatan undang-undang. Sementara itu Kkata
legislation berasal dari kata kerja “to legislate” yang berarti mengatur atau membuat
undang-undang.?* Frasa ‘membentuk undang-undang’ pertama kali muncul dalam
rapat Panitia Hukum Dasar tanggal 13 Juli 1945. Kata itu dikemukakan oleh Ketua
Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar Soepomo ketika menyampaikan

laporan dalam Rapat Besar Panitia Hukum Dasar. °

Mengacu pada amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, menyatakan: “Dewan
Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan
tersebut sejalan dengan fungsi DPR sebagaimana diatur dengan Pasal 20A ayat (1)
UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan
fungsi pengawasan.” 2

Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, Hans Kelsen

mengajukan teori tentang tingkatan norma hukum. Menurutnya, norma hukum tersusun

2 Moh Kusnardi dan Harmaily lbrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan 7 ,(Jakarta:
Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Ul dan CV Sinar Bakti, 1988), him. 70

% Dalam risalah yang ditulis R.M.A.B. Kusuma dinyatakan bahwa risalah lengkap mengenai
laporan Soepomo ini belum ditemukan.

% Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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secara berjenjang dan berlapis dalam suatu struktur hierarkis. Dengan kata lain,
keberlakuan suatu norma yang lebih rendah bergantung pada norma yang lebih tinggi
sebagai sumber dan dasar legitimasinya. Konsep ini dikenal sebagai (Stufentheorie).?’
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) terdapat
tujuh tingkatan norma di Indonesia, yaitu:?3
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
(3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
(4) Peraturan Pemerintah;
(5) Peraturan Presiden;
(6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
(7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Merujuk pada sistem presidensil, secara umum fungsi legislasi memiliki
karakter umum yakni sebagai berikut: 2°
(1) Badan legislatif umumnya memiliki kewenangan luas untuk mengubah
atau merevisi undang-undang yang telah ada. Namun, keterbatasan
sumber daya serta faktor-faktor lain dapat menjadi hambatan yang

mengurangi efektivitas kekuasaan tersebut.

27 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan,
24th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2021). HIm. 41.

% pasal 7 ayat (1)Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

23 Anonim, Governing System and Executive-Legislative Relation; Presidential, Parliamentary,
and Hybrid System, dalam Saldi Isra, Pergeseran... him. 82-83
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(2) Dalam sistem pemerintahan presidensial, peluang bagi badan legislatif
untuk bersikap lebih tegas dalam menjalankan fungsinya cenderung
lebih besar. Meski demikian, sejaun mana ketegasan ini dapat
diwujudkan bergantung pada keberadaan berbagai faktor pendukung
lainnya.

(3) Legislatif dalam sistem presidensial biasanya dilengkapi dengan komite
tetap dan subkomite yang memiliki spesialisasi tertentu. Selain itu,
mereka juga didukung oleh tim staf profesional yang bertugas
membantu dalam penyusunan, evaluasi, serta revisi rancangan undang-
undang.

(4) Melalui sistem komite, badan legislatif memiliki wewenang yang luas
untuk memanggil saksi ahli, anggota kabinet, penasihat presiden, serta
pihak lain guna memberikan keterangan dalam sidang dengar pendapat,
baik yang bersifat terbuka untuk publik maupun tertutup.

(5) Presiden memiliki hak untuk memveto rancangan undang-undang yang
telah disahkan oleh legislatif. Namun, veto ini hanya dapat dibatalkan
apabila terdapat dukungan suara minimal dua pertiga dari anggota
legislatif.

Secara umum, kekuasaan legislatif memiliki peran dominan dalam
menjalankan fungsi legislasi dibandingkan dengan eksekutif. Dominasi tersebut

mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga penetapan suatu undang-
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undang. Namun, dalam praktiknya, kewenangan ini tidak selalu dapat dijalankan
sepenuhnya karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya,
dinamika sistem kepartaian, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, sebagai ciri khas dalam
sistem presidensial, Presiden memiliki hak veto, yakni kewenangan untuk menolak

undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif.°

2. Teori Partisipasi Publik

Hoofsteede mengemukakan bahwa partisipasi memiliki arti “The taking part in
one or more phase of the process” ! Sedangkan Mubyarto mengemukakan bahwa
partisipasi adalah willing to help demi keberhasilan suatu program tanpa

mengorbankan kepentingan sendiri.?

Teori ini berpendapat bahwa keterlibatan individu dalam kegiatan yang
berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. teori ini juga dapat diartikan
sebagai keterikatan antara masyarakat dan penguasa dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan dengan kedudukan setara. Sejatinya teori ini berakar dari pemikiran
bahwa suatu individu tidak dapat memisahkan diri dari lingkungan sekitarnya.

Koho menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat
jenjang, yakni :3

1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

% Emmanuel Kant. FUNGSI LEGISLASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIL. Hal. 80

31 Khairuddin, Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Liberty, 1992, him. 124

32 Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat, Jakarta: Bina Aksara, 1987, him. 102

33 Ndaraha, Taliziduhu. 2007. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Penerbit Yayasan
Karya. HIm. 124
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2) Partisipasi dalam pelaksanaan
3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Berdasarkan cara keterlibatannya, partisipasi dibedakan menjadi dua macam,

yaitu:3*

1) Partisipasi Langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu
dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat
mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan
keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2) Partisipasi tidak langsung
Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak
partisipasinya. Delegasi ini dapat diberikan kepada suatu lembaga maupun

individu lain sebagai ketentuan hukum yang berlaku.

Dilihat dari tahapan partisipasi dapat dikatakan mempunyai beberapa tingkatan,

Hoofsteede membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1) Partisipasi inisiasi yaitu partsipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin
desa, baik formal maupun non formal, ataupun dari anggota masyarakat
mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan

bagi masyarakat.

34 Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan pembangunan, Jakarta: Haji Masagung, 1987, him.
207.
3 Khairuddin, op. cit. HIm 125.
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2) Partisipasi legitimasi yaitu partisipasi pada tingkat pembicaraan atau
pengambilan keputusan tetang suatu proyek.

3) Partisipasi eksekusi yaitu partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pengertian dari pertimbangan hakim adalah proses pembentukan hakim
ataupun penegak hukum lain dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa
hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum yang lalu dijadikan dasar dalam

pengambilan keputusan.

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa dalam menjatuhkan putusan

pertimbangan hakim secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:3®

1) Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis
Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim
yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam
persidangan dan oleh undang-undang.

2) Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis
Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis juga dapat disebut
dengan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim jenis ini diatur
dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali

% Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakm dalam Hukum Acara Pidana Indonesaia,
(Malang: Penerbit Pt Citra Aditya Bakti, 2014), him. 129-138.
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mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendeketan yang dapat digunakan
oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu
sebagai berikut:*’

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan
oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara
tersebut.®

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuan putuasn oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim.
Sebagai diskresi dalam menjatuhkan putusan hakim akan menyesuaikan dengan
keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku. Teori ini memandang dalam
penjatuhan putusan, hakim sejatinya lebih mengandalkan pendekatan seacar intuitif

daripada pengetahan dari hakim sendiri.3®

Pendekatan seni ini digunakan hakim dalam menjatuhkan menggunakan naluri

pada diri hakim. Akibatnya, teori ini sangat bersifat subektif. Sehingga dalam

87 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, him. 102

% Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perpektif Hukum Progresif, dikutip
kembali oleh Lukman Nul Hakim dalam Jurnal Keadilan Progresif Volume 12 Nomor 2. "Analisis
Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak
Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negri Kelas I A Tanjung Karang)", 2021. him. 167,

3% Wawan Tunggal Alam, Pencemaran Nama Baik di Kehidsepan Nyara dan Dunia Interner,
Jakarta: Wartapena, 2012, him. 7 dikutip kembali oleh Marcelino Brayen Sepang dalam Jurnal Lex
Crimen Vol. VII. No. 3, him. 57
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pelaksanaannya hakim harus sangat berhati-hati ketika menggunkana teori ini agar
tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan putusan yang merugikan para pihak dalam

perkara tersebut.*
3) Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menggunakan pemikiran bahwa dalam proses penjatuhan putusan atas
suatu perkara hendaknya dilakukan dengan cara yang telah diatur sebelumnya dan
dengan penuh kehati-hatian. Penggunaan teori ini berkaitan erat dengan putusan-
putusan terdahulu dalam rangka menjaga konsistensi dan keserasian pada putusan

hakim ini sendiri.*
4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki oleh hakim dalam teori ini merupakan suatu faktor
yang dapat membantunya dalam menghadapi proses peradilan perkara-perkara yangg
hendak dihadapinya. Pengalam seorang hakim begitu penting hingga dapat

mempermudah diri hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap suatu perkara.*?
5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan
segala aspek yang berkaitan denga pokok perkara yang disengketakan. Kemudian dari

pokok perkara tersebut dicari peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai

40 Anonim, “Teori Pendekatan Seni dan Intuisi”, (2021)
4 Ahmad Rifai. Op. Cit., him. 107.
42 1hid., him. 108
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dasar hukum penjatuhan putusan. Teori ini juga menegaskan bahwa putusan hakim
harus berdasarkan pada motivasi yang jelas demi penegakan hukum dan memberikan

rasa keadilan bagi seluruh pihak.*®
G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan
menggunakan langkah-langkah yang sistematis.** Sedangkan penelitian pada dasarnya
adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan metode ilmiah yang
bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun
ketidakbenaran dari hipotesis yang ada.** Maka penelitian hukum adalah suatu
kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang
bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Yang mana kegiatan
tersebut dilakukan dengan mengusahakan satu pemecahan atas permasalahan-
permaslahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.

Berdasarkan sumber lain definisi penelitian hukum atau ‘legal research’ adalah

“ ... seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are
applicable to particular legal situation” bahkan Jacobstein & Mersky menandaskan :
“the search is always first for mandatory primary sources. that is, constitutional or
statutory provisions of the legislature. and court decisions of the jurisdiction involved.
If this can be located than the search focuses on locating persuasive primary
authorities, that is, decesions from court other common law jurisdiction. ... When in
the legal search process primary authorities cannot be located, the searcher will seek

43 Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum, 1976, Dikutip kembah olth Berry
Ballen Saputra, dkk dalam Jurnal Universitas Pamulang, "Ratio Decidenes Hakim Dalam Perkara Tindak
Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana),
2021, him. 729,

44 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, Bandung: CV Mandar Maju, 2008,
him. 3.

4 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 2.
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for scondary authorities”.*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum dalam

membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut:
a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian tentang penerapan norma-
norma hukum positif. Metode ini bertujuan untuk mengkaji suatu aturan hukum
yang atoritatif dan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum

kemudian dihubungkan dengan obyek yang dikaji dalam penelitian ini.*’
b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:
1) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkai, menelaah,
memeriksa dan meneliti semua peraturan perundang-undangan atau
regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah ditangani.
Pendekatan jenis ini digunakan untuk mempelajari konsistensi atau

keserasian antara UUD Tahun 1945 dengan Undang-Undang, ataupun

4 Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya, 1(1). HIm. 26.
47 Johny lbrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Banyumedia,
2008, him 310
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antara Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Pendekatan
perundang-undangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu argumen
yang berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum

yang sedang ditangani.*®

2) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah metode
analisis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum
dengan menelaah konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan
ini juga dapat digunakan untuk mengkaji nilai-nilai yang terkandung
dalam suatu norma hukum guna memahami keterkaitannya dengan konsep
hukum yang digunakan. Pendekatan ini berfungsi sebagai alat untuk
mengevaluasi sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan telah
mencerminkan prinsip dasar hukum yang melatarbelakanginya. Dengan
demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk menilai keselarasan
antara konsep hukum yang mendasari suatu regulasi dengan norma yang
diatur dalam perundang-undangan.*®

Pentingnya pendekatan ini terletak pada kemampuannya dalam
memberikan landasan kuat untuk membangun argumentasi hukum dalam

menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Melalui pendekatan ini,

48 Abu Yasid, Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013, him. 75.
49 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta,
him. 93.
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doktrin dan pemikiran hukum berperan dalam memperjelas berbagai
konsep dengan memberikan definisi hukum, prinsip dasar, serta asas

hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.>°
3) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang
telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di
luar negeri”.®! Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “ratio
decidendi” atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai
pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian
akademis, ratio decidendi atau rasoning tersebut merupakan referensi bagi
penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum”. Oleh karena itu,
Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum mengingatkan bahwa “dalam
menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah
ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim

untuk sampai kepada putusannya”.

Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan

50 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: Universitas Muhammadiyah malang, 2004),
him. 3.

51 Solikin, N., S. Ag. ,. MH. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Tim Qiara
Media, Ed.). CV. Penerbit Qiara Media, hIm. 59-60.
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pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi hakim. Ketika
peneliti menggunakan pendekatan kasus, “ratio decidendi itu sebaiknya
harus dijelaskan dengan fakta yang muncul pada perkara itu sendiri”,
sebab “ratio decidendi hanya dapat diketemukan dengan memperhatikan
fakta meteriel”. Hal yang perlu diperhatikan peneliti bahwa “pendekatan
kasus (case approach) tidak sama dengan studi kasus (case study)”. Di
dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu
isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus

tertentu dari berbagai aspek hukum.>2
H. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier sebagai acuan penelitian. Rinciannya adalah sebagai berikut:
1) Bahan Hukum Primer
a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
¢) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan

52 Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
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e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

f) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta kerja

h) Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PUU-XV111/2020

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini diambil dari
buku, jurnal, website, pendapat ahi hukum, hasil penelitian, serta arsip-arsip
dari instansi terkait.
3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan

pengertian atas bahan hukum lainnya.>?
. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum adalah proses yang dilakukan unruk memperoleh

informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dalam rangka membuktikan

%3 1bid., him. 50
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kebenaran ataupun ketidakbeneraran dari suatu hipotesis. Teknik pengumpulan bahan
hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:
1) Studi Peraturan Perundang-Undangan
Studi peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menelaah dan
memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok
permasalahan.>
2) Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti untuk menghimpun data yag relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan
data tersebut dapat dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-
undangan, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karya-karya ilmian, tesis, disertasi,

dan sumber-sumber tertulis lainnya. >
J. Teknik Analisis Baham Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah keseluruhan bahan hukum

terkumpul, selanjutnya akan dianalisa secara yuridis normatif.
K. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akan diambil dengan metode deduktif, yakni berpangkal pada
prinsip-prinsip dasar dan umum yang kemudian menghadirkan penjelasan-penjelasan

yang bersifat khusus.

* 1bid., him.79
% 1bid., him. 80
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